
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.996, 2016 KEMENKOMINFO. Izin Penyelenggaraan Pos. 

Pemberian. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA 

CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN POS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam proses pelayanan pos, masyarakat 

membutuhkan harga yang kompetitif sejalan dengan 

semakin maraknya pemanfaatan layanan pos oleh 

masyarakat; 

b. bahwa penyelenggara pos harus dapat meningkatkan 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5065); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 tahun 2009 

tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5403); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1352) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 

Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 252); 

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

103); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 32 TAHUN 2014 

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN 

PENYELENGGARAAN POS 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin 

Penyelenggaraan Pos sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 

Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian 

Izin Penyelenggaraan Pos diubah sebagai berikut: 

1. Pasal 26 dihapus. 

2. Pasal 27 dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 30 Juni 2016  

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

RUDIANTARA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Juli 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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